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Informasi Ringkasan Inf : Satker yang | jawab Pembuatan Informasi | Penyimpanan | Klasifikasi
AEERARN IR menguasai atau Penerbitan l;i';lol:,:;z;l (softcopy/ atau Retensi Informasi Ketsrangan
Informasi Informasi hardcopy) Arsip
2 i _ 3 4 5 6 7 8 9 10
1as ngustakaan dan Kearsipan | Profil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2017 Softcopy Dinilai Kembali | Berkala
gawai OPD Daftar Pegawai OPD 2017 Hardcopy | Dinilai Kembali | Berkala Tagsadiadi
iperational Prosedur (SOP) Standar Operational Prosedur (SOP) Dinas Winey Dernuatakiii 2017 Softcopy Dinilai Kembali | Setiap Saat erscien ;s
feksi Buku g Perpustak.aan dan K;eripan HICoopT Perpustakaan
12eXsi DUl Daftar Ko!eks: Buku dan Kearsipan 2017 Hardcopy | Dinilai Kembali | Setiap Saat | . arsipan
jek Binaan Perpustakaan Daftar Objek Binaan Perpustakaan 2017 Hardcopy | Dinilai Kembali | Berkala
ggota Perpustakaan Daftar Anggota Perpustakaan 2017 Hardcopy | Dinilai Kembali | Berkala
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN 2019

Konten Informasi

Dasar Hukum

Batas Waktu Pengecualian

Konsekuensi

Apabila Dibuka

Manfaat Apabila Ditutup

surat Pimpinan

|

UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan;
UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 hurufi dan j

Selama belum ada tindak
lanjut dari OPD pengolah
surat

Dapat mengganggu proses penyusunan
kebijakan

Mengamankan proses penyusunan
kebijakan

raduan Masyarakat

UU No.43 tahun 2009 tentang kearsipan;
UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan j

Tidak terbatas

1. Dapat merugikan proses penyusunan
kebijakan dan

2. Dapat mengungkap informasi yang
menurut UU lainnya di rahasiakan
/atau tidak boleh diungkap

1

2.

Menjaga agar proses penyusunan
kebijakan tidak terhambat, dan
Menjaga informasi yang menurut
UU lainnya dirahasiakan dan/atau
tidak boleh diungkap

pengadaan barang/jasa
1

Perpres RI No 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf'i dan j

Sampai proses selesai

Bertentangan dengan prinsip-prinsip
pengadaan dan etika pengadaan

Melaksanakan pengadaan barang/jasa
sesuai dengan prinsip-prinsip
pengadaan dan etika pengadaan

rga perkiraan sendiri (HPS)

Perpres RI No 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf'b, i dan j

Sampai proses selesai

Dapat menghambat proses penyusunan
kebijakan dibidang pengadaan
barang/jasa

Memperlancar proses penyusunan
kebijakan di bidang pengadaan
barang/jasa

penawaran kontrak

Perpres RI No 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
UU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf'b, i dan j

Sampai proses selesai

Dapat menghambat proses penyusunan
kebijakan

Dapat menjamin obyektifitas
penilaian/evaluasi penawaran

Menghambat kebijakan karena adanya

Mendorong keberhasilan pelaksanaan

laporan/surat — UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Sampai dengan diperiksa oleh
1gjawaban keuangan (SPJ) Pasal 44 ayat (1) dan (2) aparatur pengungkapan yang mendahului pembangunan
1pirannya — UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i, dan j pemeriksa/pengawasan/ sebelum audit
auditor (BPKP/BPK)
Sesuai dengan asas pengelolaan

gelolaan administrasi
seserta pembukuannya

Permendagri tentang Pedoman Penyusunan
APBD;

UU No. 32 Th 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan perubahannya;

UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i, dan j

Setelah selesainya audit

Tidak seseuai dengan asas-asas
pengelolaan keuangan

administrasi keuangan
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